Tangani Gempa Cianjur, Pemprov Jabar Gelontorkan
Dana BTT Rp20 Miliar

BELANJA TAK TERDUGA

https://www.youtube.com/watch?v=jPZP11D6Q9c

Pemprov Jawa Barat menyiapkan dana darurat hingga Rp20 miliar untuk menangani dampak
gempa bumi dahsyat yang mengguncang Kabupaten Cianjur. Dana Bantuan Tak Terduga (BTT) itu
bakal digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan selama masa tanggap darurat pascagempa
berkekuatan Magnitudo 5,6 mengguncang Cianjur.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan BTT senilai Rp20 miliar sudah disiapkan
untuk masa tanggap darurat. Selain dana BTT dari Pemprov Jabar, Ridwan Kamil juga mengatakan
bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berkomitmen untuk membantu rehabilitasi rumah-rumah
warga yang rusak.

Ridwan Kamil mengatakan Presiden memastikan akan memberikan bantuan Rp50 juta bagi
warga yang rumahnya rusak berat, Rp20 juta rusak sedang, dan Rpl0 juta rusak ringan. (Komitmen)
Bantuan ini akan terus kita sosialisasikan. Untuk rehabilitasi rumah korban, dananya dari APBN yang
berada di BNPB.

Lebih lanjut, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan, pihaknya juga sudah
menggelontorkan dana hingga Rp2 miliar untuk membeli berbagai kebutuhan logistik bagi ribuan
korban yang berada di pengungsian.

Ridwan Kamil mengatakan ada yang butuh selimut, terpal. Kemudian, kalau makanan, ada
dapur umum. Kemudian, juga makanan bayi, popok, obat-obatan karena ISPA sudah mulai meninggi
statistiknya, obat sakit kepala parasetamol juga disiapkan.

Catatan Berita - UIDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat (2022) 1



Menurutnya, bantuan tersebut dibutuhkan mayoritas korban yang saat ini berada di
pengungsian. Pemprov Jabar, akan memaksimalkan bantuan saat BMKG menyatakan gempa susulan
tidak akan terjadi lagi di Cianjur.

Sumber Berita:

1. https://news.okezone.com, Tangani Gempa Cianjur, Pemprov Jabar Gelontorkan Dana BTT Rp20
Miliar, Kamis 24 November 2022.

2. https://www.medcom.id, Ridwan Kamil akan Cairkan Rp20 Miliar Anggaran BTT untuk
Penanganan Gempa Cianjur, Kamis 24 November 2022.

3. https://www.merdeka.com, Gempa Cianjur, Pemprov Jabar Siapkan Dana Tanggap Darurat Rp20
Miliar, Kamis 24 November 2022.

4. https://wahananews.co, Pemprov Jabar Siapkan Anggaran Rp 20 M untuk Tanggap Darurat Gempa
Cianjur, Kamis 24 November 2022.

Catatan:
1. Dasar Hukum:

e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (selanjutnya disebut PP 12/2019)

e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (selanjutnya disebut Permendagri 77/2020)

2. Pengertian

e Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 PP 12/2019)

e Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan
darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. (Pasal 55 ayat 4
PP 12/2019)

3. Kilasifikasi Belanja Daerah (Pasal 55 ayat 1 PP 12/2019)

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
a. Belanja operasi;
b. Belanja modal

c. Belanjatidak terduga
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d.

Belanja transfer

4. Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga (Lampiran Permendagri 77/2020)

Ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas
kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan
sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keadaan darurat meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan
terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik
sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik
sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian
dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air
bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat
hunian sementara.

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana
yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap
tanggap darurat selesai.

Keperluan mendesak meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

1) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus
menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup
untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

(a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
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(b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan
internet

2) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan
pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan,
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman,
bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang
lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya
dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA
SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

e Kiriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
APBD tahun berkenaan.

e Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang
bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

e Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan
tata cara sebagai berikut:

1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari
kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);

2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling
lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

e Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek
dengan nama Belanja Tidak Terduga.
e Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah
daerah menggunakan:
1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta
pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu
dalam Perubahan DPA SKPD.
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e Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan
tahapan:
1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam,
bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan
fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.

3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan
belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling
lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

e Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan
melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang
membidangi, dengan tahapan:

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu
diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;

2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu
diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan

3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD
untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau
dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

e Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan
mendesak dilakukan dengan tahapan:

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu
diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;

2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu
diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan

3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD
untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau
dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
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e Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum
semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.
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